[image: image1.jpg]KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR  42/Kpts/KPU-Kabl014.320781/2010

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN MINIMAL ATAU PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN
'BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang a Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilhan Umum menyatakan bahwa Tugas dan
Wewenang Komisi Pemiihan Umum  Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan Pemiihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan
menetapkan pedoman yang bersiat teknis untuk iap-tiap
tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeran
Kabupaten/Kota berdasarkan Perundang-Undangan,

b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat (26) hun d, ayat
(24), ayat (2e), ayat (4a), ayat (53), dan ayat (56) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Afas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintaian Daerah, yang mengatur tertang Persyaratan
Partai Poitik atau Gabungan Partai Poitk dalam
pendaftaran pasangan calon dalam Pemiu Kepala Daerah
‘dan Wakil Kepala Daerah;

©. Bawa untuk melaksanakan ketentuan pssal 8 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 68 Tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur tentang
penetapan persyaratan paling sedikit jumiah dukungan
bakal calon perseorangan;

d Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada hunf a, hunf b dan hunuf c, maka
dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Malang tentang
Penetapan Persyaratan Minimal atay Paing Sedikit Jumish
Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilian
Umum  Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010.

Mengingat © 1 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 fentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4369);
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2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilhan Umum (Lembaran Negara
Republic_Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 fentang Partai
Poitk:

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilinan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor &
‘Tahun 2005 tentang Pemiihan, Pengesahan Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Waki Kepala
Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 20 Tahun 2009
tentang Perubahan terhadap peraturan Komisi Pemiinan
Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemiinan Umum Kepala Daerah
‘dan Waki Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilivan Umum Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilhan
‘Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Dasrah,

10. Keputusan Komisi Pemiihan Umum _Kabupaten Malang
Nomor  4O/Kpts/KPU-Kabi014 32078112010 tentang
Perubahan Alas Keputusan Komisi Pemiihan Umum
Kabupaten Malang Nomor O1/Kpts/KPU-Kabl014,320781/
2010 tetang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyslenggaraan Pemilhan Umum Kepala Daerah dan
‘Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor _OB/Kpts/KPU-Kabi014.326781/2010  tentang
Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemiihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Dasrah Kabupaten Malang
Tahun 2010,

1. Keputusan Bupati Malang Nomor 180MS/KEP/421.013/
2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Penetapan Jumlah
Penduduk Kabupaten Malang;

2 Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilhan Umum
Kabupaten Malang tanggal 15 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Bakal Calon Perseorangan yang berhak melakukan pendafiaran
bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010, harus memenuhi kefentuan
sekurang-urangnya 3% (iga persen) dukungan dani jumiah
penduduk Kabupaten Malang yang tersebar i lebih dari 50%
(ima pulu persen) jumiah Kecamatan i Kabupaten Malang.
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Jumish dukungan bakal caion perseorangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu berjumiah : 82,031 (delapan
pulun dua rbu tiga puluh satu) dukungan.

Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabia dikemudian harl terdapat keksliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan i : KEPANJEN
Padatanggal  : 16 Aprl 2010
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